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Abstract 

Local asset management is an important aspect of good governance. However, there are various 

obstacles faced by local governments in managing assets optimally. This study aims to analyze these 

obstacles and identify solutions that can be applied to improve the efficiency and effectiveness of 

regional asset management. The research method used is a literature study with a qualitative descriptive 

approach. The results showed that the main obstacles include the lack of accurate asset data, weak 

human resource capacity, and lack of information technology utilization. The proposed solutions 

include digitizing asset data, training human resources, and improving coordination between agencies. 

This research also provides recommendations for more effective policy implementation in regional asset 

management. 

Keywords: Regional assets, regional asset management constraints, regional asset management 

solutions. 

 

Abstrak 

Pengelolaan aset daerah merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, 

terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola aset secara optimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala-kendala tersebut serta mengidentifikasi solusi yang 

dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset daerah. Metode 

penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kendala utama meliputi kurangnya data aset yang akurat, lemahnya kapasitas 

sumber daya manusia, dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. Adapun solusi yang diusulkan 

meliputi digitalisasi data aset, pelatihan SDM, dan peningkatan koordinasi antarinstansi. Penelitian ini 

juga memberikan rekomendasi untuk implementasi kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan aset 

daerah. 

Kata Kunci : Aset daerah,kendala pengelolaan aset daerah, solusi pengelolaan aset daerah. 

 

PENDAHULUAN 

Aset daerah merupakan bagian dari penyusunan neraca awal daerah. Komponen aset masuk 

dalam aset tetap maupun aset lancar dan bahkan barang yang bersifat persediaan merupakan 

bagian pengelolan aset oleh karena itu terlepas banyak tidak aset yang dimasukkan dalam 

necara daerah, pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk 

mewujudkan laporan keuangan yang baik (Yusuf, 2010). Dengan kata lain pengelolaan aset 

yang baik akan mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang baik apabila dikaitkan dengan 

opini Badan Pemeriksa Keuangan maka akan mewujudkan opini dengan wajar tanpa 

pengecualian. Salah satu lingkup bagian dari pengelolaan aset adalah penatausahaan, yaitu 
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rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada 3 kegiatan dalam proses penatausahaan yaitu 

pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Tahapan inventarasi merupakan tahapan kegiatan 

atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, 

pencatatan data dan pelaporan milik daerah dalam unit pemakaian. Kualitas laporan keuangan 

akan kelihatan dari pendapat atau opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan 

pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tangung Jawab Keuangan Negara bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa 

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.Lebih lanjut 

dikatakan laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria yaitu pertama, kesesuaian dengan 

standar akuntansi pemerintahan. Kedua, kecukupan pengungkapan. Ketiga, kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat, efektitivitas sistem pengendalian intern. 

Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut dapatdiberikan oleh pemeriksa berupa 

opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar dan 

pernyataan menolak memberikan opini.Berkaitan dengan pengelolaan aset dan juga kualitas 

laporan keuangan. risiko aset tetap yang sering kali ditemukan dalam penyajian laporan 

keuangan pemerintah yaitu: Pertama, Risiko aset tetap tidak sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP). Kedua, Risiko kurang cukupnya pengungkapan aset tetap. Ketiga, Risiko 

penyimpangan dari peraturan. (Halim, 2012) 

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Aset daerah, yang mencakup tanah, bangunan, 

kendaraan, serta aset bergerak dan tidak bergerak lainnya, memiliki peran strategis dalam 

mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. 

Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif dan efisien atas aset daerah tidak hanya penting untuk 

memastikan keberlanjutan pelayanan publik, tetapi juga untuk memaksimalkan manfaat 

ekonomis bagi masyarakat. 

Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan aset daerah sering kali menghadapi berbagai 

kendala. Sebagian besar pemerintah daerah masih bergulat dengan tantangan seperti pendataan 

aset yang tidak akurat, kelemahan dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta 

kurangnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses manajemen aset. Selain 

itu, koordinasi antarinstansi yang tidak optimal turut memperburuk permasalahan, sehingga 

menghambat upaya untuk mencapai pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan.  
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Pengelolaan aset daerah sering kali menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat 

optimalisasi pemanfaatannya. Aset daerah yang tidak terkelola dengan baik dapat 

menyebabkan kerugian negara dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis kendala serta solusi dalam 

pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya inovasi dan 

digitalisasi sebagai kunci keberhasilan pengelolaan aset daerah.(Prasetyo, 2019) 

Seperti salah satu kasus terjadi di Kabupaten Malang, di mana Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) setempat mengeluhkan kurangnya keterbukaan informasi mengenai aset 

daerah. Tidak adanya data pasti mengenai jumlah, lokasi, dan ukuran aset yang dimiliki 

pemerintah daerah menyebabkan kesulitan dalam pengawasan dan pengelolaan. Hal ini 

menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaan aset, sehingga banyak aset yang tidak 

termanfaatkan dengan optimal. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), permasalahan ini 

mencakup ketidaktepatan pencatatan aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan yang 

sering kali tidak diketahui keberadaannya dan dicatat secara gabungan, sehingga laporan 

keuangan menjadi tidak wajar.(Jatimtimes.com. 2019) 

Di Provinsi Kepulauan Riau, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat adanya konflik 

kepemilikan aset antara pemerintah daerah, Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN). Konflik ini menyebabkan tumpang tindih klaim kepemilikan aset, 

sehingga pengelolaan aset tidak dapat dilakukan secara efektif. Di Kabupaten Dogiyai, 

pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menghadapi tantangan berupa kurangnya 

perencanaan matang dan sistem informasi data aset yang tidak lengkap. Situasi ini 

memperburuk upaya pemerintah dalam memanfaatkan aset untuk meningkatkan pelayanan 

publik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).(OPD Pemprov Kepri, 2020) 

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kendala umum seperti kurangnya transparansi, 

pencatatan yang tidak akurat, konflik kepemilikan, serta kelemahan dalam perencanaan dan 

sistem informasi. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi yang diusulkan meliputi 

pengembangan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi untuk mempermudah 

inventarisasi, pemantauan, dan pelaporan aset. Digitalisasi data aset juga dapat meningkatkan 

transparansi dan akurasi informasi aset. Selain itu, koordinasi antarinstansi perlu ditingkatkan 

melalui pembentukan tim kerja lintas sektor guna menyelesaikan konflik kepemilikan aset. 
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Untuk memastikan keberlanjutan, pemerintah daerah juga perlu melakukan pelatihan dan 

pengembangan sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset. 

Referensi untuk data ini berasal dari laporan resmi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 

laporan KPK, dan berbagai penelitian terkait pengelolaan aset daerah. Kasus Kabupaten 

Malang dan Provinsi Kepulauan Riau dapat ditemukan pada laporan BPK serta publikasi 

pemerintah daerah, sementara kasus Kabupaten Dogiyai tercantum dalam dokumen Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).(Warta Digital, 2024) 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala utama 

yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan aset serta mengidentifikasi solusi yang 

dapat diimplementasikan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan studi literatur, 

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pengelolaan 

aset daerah, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

melalui studi literatur. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal, buku, dan dokumen resmi 

yang relevan dengan topik pengelolaan aset daerah. Analisis data dilakukan dengan pendekatan 

tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara berbagai kendala dan solusi yang 

diusulkan. 

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai referensi terkait, 

termasuk kebijakan pemerintah, laporan resmi, dan penelitian sebelumnya. Analisis ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan aset daerah 

dari berbagai perspektif. 

Hasil dan Pembahasan 

Kendala dalam Pengelolaan Aset Daerah 

Peningkatan pentingnya pertanggungjawaban terhadap Barang Milik Daerah didasari oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

mengharuskan penyampaian pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk 

laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan. Barang 

Milik Daerah berkaitan dengan pos persediaan, aset tetap dan aset lainnya dalam laporan 

keuangan. Untuk itu diperlukan khusus dari pemerintah daerah. Tentu tidak berlebihan bila 
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melihat kontribusi pengelolaan Barang Milik Daerah bagi jalannya roda pemerintahan, 

pelayanan kepada masyarakat, dan salah satu acuan yang digunakan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) dalam pemberian opini. Kendala yang kerap dihadapi oleh pemerintah daerah 

dalam pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah selain terbatasnya sumber daya manusia 

yang ahli/terlatih adalah belum tegasnya penerapan aturan perundang-undangan terkait. Hal 

tersebut mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan dalam pengamanan Barang Milik 

Daerah. Beberapa permasalahan diantaranya belum bersertifikatnya aset tanah atau aset tanah 

sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah, aset diklaim pihak lain, aset 

yang tidak diketahui keberadannya, serta lambannya penyelesaian dokumen kepemilikan aset 

(Shahzad et al., 2024) kendala Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya 

terdir dari asrtbergerak dan tidak bergerak. Sebagai contoh aset bergerak yaitu kendaraan dinas, 

dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak bergerak atau tetap yaitu 

lahan, bangunan dan lain sebagainya. Dalam aspek yang lain, aset pemerintah ini dapat 

berperan sebagai jaminan pembangunan di daerah(Aditia & Pertiwi, 2023).Kendala yang kerap 

dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah selain 

terbatasnya sumber daya manusia yang ahli/terlatih adalah belum tegasnya penerapan aturan 

perundang-undangan terkait.(Riestanty & Murwani, n.d.) 

Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan aset daerah di berbagai pemerintah daerah di 

Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Berdasarkan analisis data literatur, kendala 

utama yang dihadapi adalah 

1. Kurangnya Data Aset yang Akurat  

Banyak pemerintah daerah belum memiliki database aset yang lengkap dan terintegrasi, 

sehingga sulit untuk memantau dan mengelola aset secara efisien (Prasetyo, 2019). Hal 

ini disebabkan oleh kurangnya pendataan yang sistematis dan keterbatasan sumber daya 

untuk melakukan inventarisasi aset. Akibatnya, aset-aset yang tidak tercatat sering kali 

menjadi tidak termanfaatkan secara optimal. Hal ini sering kali disebabkan oleh metode 

pendataan yang masih dilakukan secara manual atau tidak sistematis, sehingga 

menghasilkan data yang tidak lengkap atau tidak valid. Kondisi ini membuat banyak 

aset daerah tidak teridentifikasi secara jelas, baik dari segi jumlah, lokasi, maupun 

status kepemilikan. 

Sebagai contoh, aset-aset seperti tanah atau bangunan yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah sering kali tidak memiliki dokumen legal yang lengkap, seperti sertifikat atau 
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dokumen kepemilikan lainnya. Akibatnya, aset tersebut berisiko menjadi sengketa atau 

bahkan hilang dari penguasaan pemerintah daerah. Selain itu, data aset yang tidak 

akurat menyulitkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait 

pemanfaatan aset. Pemerintah daerah tidak dapat mengetahui aset mana yang sudah 

optimal digunakan dan aset mana yang masih dapat dimaksimalkan untuk 

menghasilkan pendapatan atau mendukung layanan publik. 

Masalah ini juga diperparah oleh kurangnya tenaga ahli yang mampu melakukan 

inventarisasi aset secara profesional. Dalam banyak kasus, staf yang bertugas mencatat 

dan mengelola data aset tidak memiliki pelatihan khusus, sehingga pendataan sering 

kali dilakukan secara asal-asalan dan tanpa mengikuti standar tertentu. Tanpa adanya 

upaya sistematis untuk memperbaiki pendataan ini, pengelolaan aset daerah akan terus 

menghadapi masalah yang sama, yakni kehilangan potensi pemanfaatan aset untuk 

mendukung pembangunan daerah. Kerja sama pemerintah dengan swsta tidal hanya 

meningkatnya PAD tetapi itu memang harus dilakukan di era globalisasi ini (Dewantara 

et al., 2023) 

2. Lemahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia  

Kompetensi SDM yang bertugas dalam pengelolaan aset sering kali tidak memadai, 

baik dari segi pengetahuan teknis maupun pemahaman regulasi. Kondisi ini 

mengakibatkan pengelolaan aset tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang 

baik(Rahayu, 2021). 

Lemahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kendala utama 

dalam pengelolaan aset daerah. Banyak pegawai yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan aset tidak memiliki kompetensi teknis yang memadai, baik dalam aspek 

pengelolaan administratif maupun pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. 

Rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan formal di bidang manajemen aset 

menyebabkan proses pengelolaan tidak berjalan sesuai dengan standar tata kelola yang 

baik. Selain itu, kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi pegawai juga menjadi masalah. 

Sebagian besar pemerintah daerah belum memiliki program pengembangan SDM yang 

fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengelolaan aset. 

Akibatnya, banyak aset yang tidak termanfaatkan secara optimal karena kurangnya 

pengetahuan mengenai cara memaksimalkan potensi aset tersebu. Pada kenyataanya 

aset kadang disalah gunakan (Saputra & Hamdani, 2024) 
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3. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi  

Banyak daerah yang masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan aset, 

sehingga prosesnya menjadi lambat dan rentan terhadap kesalahan administratif 

(Santoso, 2022). Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan aset 

daerah menjadi salah satu kendala utama yang sering ditemui di berbagai pemerintah 

daerah. Banyak daerah masih mengandalkan metode manual dalam proses 

inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan aset. Hal ini tidak hanya memakan waktu yang 

lama tetapi juga rentan terhadap kesalahan administratif seperti duplikasi data, 

kehilangan informasi, atau pencatatan yang tidak akurat. System informasi juga 

bertujuan untuk mengetahui mana sajakah asset daerah yang sudah tidak layak 

pakai.(Ummah, 2019) 

Minimnya pemanfaatan teknologi juga disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk 

keterbatasan anggaran untuk pengadaan perangkat lunak dan pelatihan teknis bagi para 

pegawai. Di beberapa daerah, pengelola aset tidak memiliki akses yang memadai 

terhadap sistem manajemen aset berbasis digital, sehingga mereka tidak dapat 

memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk meningkatkan efisiensi kerja. Selain 

itu, kurangnya pemahaman dan keterampilan teknis di kalangan sumber daya manusia 

yang bertugas semakin memperburuk situasi, sehingga implementasi teknologi modern 

sering kali tidak menjadi prioritas. 

Dampak dari rendahnya pemanfaatan teknologi ini cukup signifikan. Proses 

pengelolaan aset menjadi lambat dan sulit untuk dipantau secara real-time. Hal ini 

mengakibatkan potensi kehilangan aset, kesalahan dalam penyusunan laporan, serta 

tidak optimalnya pemanfaatan aset untuk kepentingan publik. Akibatnya, transparansi 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah pun sulit diwujudkan, yang pada 

gilirannya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. 

4. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi  

Salah satu kendala besar dalam pengelolaan aset daerah adalah kurangnya koordinasi 

antara instansi terkait, seperti BPKAD, OPD, dan lembaga lainnya. Hal ini sering kali 

mengakibatkan duplikasi data, ketidaksesuaian laporan, dan lambatnya penyelesaian 

masalah terkait aset . Kurangnya koordinasi antarinstansi merupakan salah satu kendala 

utama dalam pengelolaan aset daerah yang sering kali dihadapi oleh pemerintah daerah. 

Kondisi ini terjadi karena masing-masing instansi terkait cenderung bekerja secara terpisah 
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tanpa adanya integrasi yang baik. Akibatnya, data aset yang dimiliki oleh satu instansi tidak 

selalu sesuai dengan data yang dimiliki oleh instansi lain, sehingga sering kali terjadi 

ketidaksesuaian laporan. 

Selain itu, kurangnya koordinasi ini juga disebabkan oleh belum adanya mekanisme 

kerja sama yang sistematis dan efektif. Dalam beberapa kasus, konflik kepentingan 

antarinstansi terkait pengelolaan aset dapat memperburuk situasi. Misalnya, BPKAD 

yang bertanggung jawab atas inventarisasi aset mungkin tidak mendapatkan informasi 

yang memadai dari OPD yang menggunakan aset tersebut, sehingga sulit untuk 

memastikan bahwa aset-aset tersebut dikelola secara optimal. 

Solusi untuk Pengelolaan Aset Daerah 

Pengelolaan aset daerah selama ini telah berjalan, namun belum terlaksana sebagaimana yang 

diharapkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal, sehingga 

diperlukanperaturan-peraturansebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset 

daerah.dilaksanakan atas dasar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 

1998 Administrasi Barang Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997  

pokok terhadap aturan barang inventaris Pemerintah Daerah.(Utami et al., 2020) 

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, berbagai solusi telah diusulkan dan dapat 

diterapkan, antara lain: 

1. Digitalisasi Data Aset. 

Digitalisasi data aset adalah proses transformasi data aset fisik ke dalam format digital 

untuk mempermudah pengelolaan, monitoring, dan pemanfaatan aset daerah. 

Digitalisasi ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mencatat, 

menyimpan, dan mengintegrasikan data aset dalam satu sistem yang dapat diakses 

secara real-time. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi 

manajemen aset yang terintegrasi untuk mempermudah proses inventarisasi, 

monitoring, dan pelaporan aset. Digitalisasi ini dapat meningkatkan transparansi dan 

akurasi data aset (Wibowo, 2020). Penggunaan teknologi blockchain juga dapat 

dipertimbangkan untuk memastikan keamanan dan validitas data. Implementasi sistem 

ini meningkatkan efisiensi  melalui tomatisasi proses verifikasi, monitoring real-time, 

perhitungan nilai yang akurat, dan pengarsipan digital yang terstruktur.  (Saputra & 

Hamdani, 2024) Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri 
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dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah(Noviawati, 2016) pengelolaan asset juga sangat penting dalam 

asset daerah mengikuti digitalisasi zama sekarang(Safitri, 2020) 

2. Pelatihan dan Pengembangan SDM. 

Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah langkah strategis 

yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi pegawai 

dalam pengelolaan aset daerah. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan 

sertifikasi di bidang pengelolaan aset merupakan langkah strategis untuk memastikan 

pengelolaan yang profesional dan akuntabel. Selain itu, program mentoring dan 

kolaborasi dengan lembaga pelatihan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan 

kompetensi SDM (Sari, 2021) 

3. Peningkatan Koordinasi Antarinstansi 

Koordinasi yang baik antara instansi terkait, seperti Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dapat meminimalkan 

duplikasi data dan mempercepat penyelesaian masalah terkait aset (Nugroho, 

2022)Pembentukan tim kerja lintas sektor dan penggunaan platform komunikasi digital 

dapat memperkuat koordinasi antarinstansi. 

4. Optimalisasi Pemanfaatan Aset 

Optimalisasi dalam hal ini adalah upaya untuk meningkatkan nilai guna aset-aset daerah 

sehingga memberikan manfaat maksimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 

Optimalisasi ini bertujuan agar aset yang dimiliki tidak hanya sekadar tercatat, tetapi 

juga dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung kegiatan pembangunan dan 

pelayanan public. 

Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi aset yang kurang termanfaatkan dan 

menyusun strategi untuk meningkatkan penggunaannya. Contohnya adalah melalui 

kerjasama dengan pihak swasta untuk mengelola aset yang memiliki potensi ekonomi 

tinggi (Setiawan, 2020). 

Kesimpulan 

Pengelolaan aset daerah yang optimal membutuhkan upaya untuk mengatasi berbagai kendala, 

seperti kurangnya data yang akurat, lemahnya kapasitas SDM, dan rendahnya pemanfaatan 
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teknologi informasi. Solusi yang diusulkan meliputi digitalisasi data aset, peningkatan 

kapasitas SDM, dan koordinasi antarinstansi. Selain itu, pemanfaatan aset yang lebih optimal 

dan inovasi teknologi dapat menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan aset. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah 

dapat mewujudkan tata kelola aset yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. 
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